
BAB I   
 

 PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau 

subyek di dalam hukum. Di samping orang-orang (manusia), telah tampak 

pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-

perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-

perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-

perkumpulan itu, mermpunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas 

hukum dengan perantaraan pengurusannya, dapat digugat dan dapat juga 

menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, 

dinamakan  badan hukum  (recht-persoon).1 

Salah satu bentuk usaha badan hukum, yaitu seperti PT (Perseroan 

Terbatas), CV, Firma, dan Koperasi. Kehadiran bentuk usaha badan hukum 

tersebut merupakan salah satu sarana dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

Dengan begitu para subjek hukum tersebut baik individu maupun 

badan hukum seringkali mengikatkan dirinya pada suatu kesepakatan, baik 

antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum atau badan 

hukum dengan badan hukum lainnya. 

Perjanjian yang disepakai tersebut yang tentu saja disebabkan oleh 

kebutuhan subyek hukum akan barang ataupun jasa, sehingga para subyek 

hukum semakin banyak mengikatkan dirinya dengan subyek hukum lainnya, 

sehingga menimbulkan suatu perjanjian, salah satunya yaitu perjanjian sewa 

menyewa. Perjanjian sewa menyewa, tentunya sudah umum di pergunakan 

oleh masyarakat.  

Menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sewa 

menyewa ialah suatu perjanjian,dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu 

                                                           
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.31,(Jakarta: PT Intermasa,2003) hal.19- 21. 
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barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, 

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaranya.2 

 Perjanjian sewa menyewa, bertujuan untuk memberikan hak pemakaian 

saja, bukan hak milik atas suatu benda, perjanjian sewa menyewa juga tidak 

memberikan suatu hak  kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak 

perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang.3 

Ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut 

tentunya sebagai acuan keabsahan suatu perjanjian sewa menyewa, selain itu 

suatu perjanjian itu dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.4 

Karena jelasnya pengaturan perjanjian sewa menyewa ini, banyak 

masyarakat yang tertarik dan mempergunakan jenis perjanjian tersebut, 

sehingga banyaknya individu atau badan hukum yang menyediakan sektor 

penyewaaan barang maupun jasa, yang tentu dapat ditemui dengan mudah di 

setiap daerah, misalnya sewa menyewa billboard atau papan reklame yang 

sering kita jumpai di sepanjang jalan. Papan reklame yang sering kita jumpai 

disepanjang jalan merupakan salah satu bentuk usaha yang disediakan oleh 

pelaku usaha baik individu maupun badan usaha yang berbentuk badan 

hukum, dimana pelaku usaha tersebut menyediakan barang berupa papan 

reklame yang dapat disewakan kepada setiap orang yang membutuhkan, yang 

biasanya dipergunakan untuk iklan. 

Namun, dalam kenyataannya di setiap perjanjian sewa menyewa maupun 

bentuk perjanjian lainnya yang dibuat oleh para pihak seringkali tidak di 

jalankan sesuai dengan kesepakan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian 

baik bagi si penyewa atau yang menyewakan. Dimana tidak terpenuhinya 

                                                           
2 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal 1548. 
3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.31,(Jakarta: PT Intermasa,2003) hal.164.  
4 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal 1320. 
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kesepakatan tersebut disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak yang tidak 

memenuhi prestasi, atau dapat disebut sebagai wanprestasi. Seseorang dapat 

dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 

memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah di 

perjanjikan.5 

Berkaitan dengan uraian diatas, skripsi ini ingin membahas mengenai 

kasus PT Rhema Cipta Karya Gemilang yang menggugat Eddy Sufianto dan 

Widiarti Koeseta atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa 

papan reklame. Kasus ini bermula dari perpanjangan perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak tertanggal 14 September 2009 sampai 14 September 2011. 

Dimana pada tahun terakhir yaitu tahun 2011 dari perpanjangan perjanjian 

sewa menyewa dengan Eddy Sufianto,telah terjadi perbuatan wanprestasi 

yang merugikan PT Rhema Cipta Karya Gemilang, yaitu terjadi perusakan 

terhadap papan reklame yang telah PT Rhema Cipta Karya Gemilang sewa 

dari Eddy Sufianto yang terjadi sebelum masa perjanjian berakhir, hal tersebut 

disebabkan karena Eddy Sufianto sebagai pemilik sah atas papan reklame 

tersebut tidak memberikan salinan/fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan 

Nomor 294/K Kelurahan Genteng, yang digunakan untuk memperoleh izin 

permohonon penyelenggaraan reklame terbatas kepada Walikota Surabaya . 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI 

PERJANJIAN SEWA KONSTRUKSI PAPAN REKLAME (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1809 K/Pdt/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.31,(Jakarta: PT Intermasa,2003) hal.147. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang akan dibahas, maka penulis perlu 

merumuskan suatu permasalahan yang ditulis dengan susunan yang sistematis, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan penulisan ini mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 1809 K/Pdt/2013 

sudah sesuai asas-asas dalam pengambilan keputusan? 

2. Bagaimanakah bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi 

sewa (Sdr Eddy Sufianto) kepada penyewa (PT Rhema Cipta Karya 

Gemilang)? 

3. Apakah penggugat yang mewakili PT Rhema Cipta Karya Gemilang berhak 

untuk mewakili dan meneruskan tugas dari Sdr Chandry W.L dalam perjanjian 

sewa menyewa papan reklame dengan Eddy Sufianto (Tergugat) ? 

4. Bagaimanakah menurut pandangan hukum islam mengenai perbuatan 

wanprestasi pada suatu perjanjian sewa menyewa? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian skripsi ini 

bertujuan untuk: 

a) Untuk mengetahui apakah majelis hakim telah memutus perkara sudah sesuai 

dengan asas-asas pengambilan keputusan dalam suatu perkara perdata yaitu 

perkara Nomor 1809 K/Pdt/2013. 

b) Untuk mengetahui bentuk perbuatan wanprestasi yang diajukan pihak 

pengguat (PT Rhema Cipta Karya Gemilang) atas perbuatan yang dilakukan 

oleh pihak tergugat (Sdr Eddy Sufianto). 

c) Untuk mengetahui kapasitas Pengugat yang diwakili oleh Yustina Anggraeni 

selaku Direksi PT Rhema Cipta Karya Gemilang dalam mengajukan gugatan 

wanprestasi terhadap Eddy Sufionta. 

d) Untuk mengetahui dan menganalisa pandagan hukum islam mengenai 

perbuatan wanprestasi. 

Adapun manfaaat penelitian yang dapat diambil dalam melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1) Dari segi teoritis hasil penelitian mengenai TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA 

KONSTRUKSI PAPAN REKLME (Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1809 K/Pdt/2013). 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi 

hukum bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum 

perdata. Memberikan gambaran dan penjelasan dari segi pandangan islam 

mengenai perbuatan wanprestasi. 

2) Sedangkan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yuridis bagi para pihak yang ingin membuat suatu 

perjanjian, agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian yang 

telah disepakati. 

 

D. Metode Penelitian 

Metodologi Penelitian mencangkup hal-hal berikut: 

1. Jenis penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yuridis, artinya  menggunakan literatur hukum, teori-teori 

hukum.6 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder 

yang merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, 

dokumen-dokumen resmi, dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

judul penulisan ini . 

2. Data  

Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder  yaitu data 

yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu buku-buku, hasil penelitian, dokumen-

dokumen resmi dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 

data sekunder dengan studi keputusan yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan utama yang dijadikan bahasan dalam 

penelitian ini, yang berupa: 
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1. Al-Qur’an; 

2. Putusan Mahkamah Agung No.1809/K/Pdt/2013 ; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

6. Reglemen Indonesia Yang Diperbarui ( Het Herziene Indonesisch 

Reglement). 

7. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. 

(Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten 

Java En Madura. (RBg)) 

b. Bahan Hukum Sekunder,yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti hasil karya dari  kalangan hukum, hasil penelitian dan 

seterusnya. 

c. Bahan  Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti: kamus, 

bahan dari internet dan lain sebagainya. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, 

pengamatan dan wawancara.7 Dalam penelitian  ini, penulis menggunakan alat 

pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Kepustakaan 

(Library Reaserch) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti 

melalui sumber bacaan, menganalisa dokumen resmi (putusan), peraturan 

perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, internet 

dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Dalam menganilisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu 

suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga di 

peroleh gambaran yang jelas dan meyeluruh yang diperoleh dari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

                                                           
7  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : UI-Press, 1986), hal. 21. 
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E. Kerangka Konseptual 

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.8 

2. Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 

untuk tidak berbuat sesuatu.9 

3. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayaranya.10 

4. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, 

susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa 

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa seseorang 

atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca 

dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh 

Pemerintah.11 

5. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.12 

6. Direksi adalah Organ perseoran yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.13 

 

 
                                                           

8 Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal 1313. 
9 Ibid, Pasal 1234. 
10 Ibid, Pasal 1548. 
11 Indonesia,Peraturan Daerah Propinsi Daerah Umum Ibukota Jakarta tentang  

Penyelenggaraan  Reklame, Nomor 7 Tahun 2004, Lembaran Daerah  Tahun 2004 Nomor 
61,Pasal 1 angka 10. 

12 Indonesia,Undang-Undang  tentang Perseroan Terbatas,UU Nomor 40 Tahun 2007,LN 
Tahun 2007 Nomor 106,Pasal 1 angka 1. 

13 Ibid,Pasal 1 angka 5. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini di uraikan dalam 5 Bab. Adapun perincian bab-bab 

tersebut adalah: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab pertama ini terdiri dari pendahuluan, Pada bab I ini dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah, pokok pemasalahan, tujuan penulisan terdiri 

dari tujuan umum dan tujuan khusus,kerangka konseptual, metodologi penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Umum 

Merupakan tinjauan umum mengenai Perjanjian yaitu Hukum Perikatan 

pada umumnya, Syarat Sah Perjanjian, Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa, 

Tinjauan Umum Mengenai Prestasi, Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi, 

Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas (PT), Tinjauan Umum Mengenai 

Direksi, dan Tinjauan Umum Mengenai teori pengambilan keputusan. 

BAB III:  Pembahasan Ilmu 

Menguraikan hasil analisis yuridis perkara perdata mengenai 

wanprestasi pada putusan No.1809/K/Pdt/2013 antara PT Rhema Cipta Karya 

Gemilang dengan Eddy Sufianto dan Widiarto Koeseta. 

BAB IV: Pembahasan Agama 

Menguraikan mengenai pandangan islam terkait perbuatan wanprestasi 

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang sah yang telah 

disepakati oleh kedua pihak, dan dampak hukum  menurut islam yang dapat 

dikenakan bagi pihak yang tidak memenuhi suatu prestasi. 

BAB V: Penutup 

Pada Bab V ini merupakan bab terakhir, bab V ini memberikan 

kesimpulan terhadap seluruh masalah yang telah diuraikan dalam bab-bab 

terdahulu, dilanjutkan dengan memberikan saran-saran untuk menyempurnakan 

penulisan ini. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Metode Penelitian
	E. Kerangka Konseptual
	F. Sistematika Penulisan


